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BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR   7  TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas 

bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa; 

b. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, perlu 

diberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

SALINAN 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014  tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 478); 

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1883); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan 

di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 
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5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 

warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 

sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa 

atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 

perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 

12. Keuangan Desa adalah  semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa.  

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun.  

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.  

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten Kayong Utara dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus.  

18. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat 

BHPDRD adalah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten yang 

berasal dari  Pajak dan Retribusi Desa yang diperuntukkan bagi setiap 

Desa. 

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  adalah Kepala Desa 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 

PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa.  

22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 

bidangnya. 

24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.  

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 

ditetapkan. 

26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 

yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 

27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 

rekening kas desa. 

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa 

dengan belanja desa. 

29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa 

dengan belanja desa. 



~ 6 ~ 
 

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

 

Pasal 2 

(1) Muatan pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 meliputi:  

a. sinkronisasi kebijakan antara kebijakan Pemerintahan Desa dengan 

kebijakan Pemerintah Kabupaten, kebijakan Pemerintah Provinsi dan 

kebijakan Pemerintah; 

b. prinsip penyusunan APBDesa; 

c. kebijakan penyusunan APBDesa; 

d. teknis penyusunan APBDesa;dan 

e. hal-hal khusus lainnya. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Dalam hal pagu indikatif Dana Desa, ADD dan BHPDRD belum ditetapkan, 

maka besaran anggaran yang dialokasikan dalam penyusunan rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2017, mengacu pada 

pagu anggaran tahun anggaran 2016. 

(2) Apabila pagu indikatif Dana Desa, ADD dan BHPDRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan terdapat selisih jumlah antara 

pagu indikatif dengan pagu anggaran yang telah disusun dalam rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2017, maka Kepala Desa 

dan BPD wajib menyesuaikan pagu APBDesa tahun anggaran 2017 

berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan. 

(3) Penyesuaian pagu APBDesa tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan cara meliputi: 

a. menambah dan/atau mengurangi pagu dana program kegiatan; 

dan/atau 

b. menambah dan/atau mengurangi jumlah program kegiatan. 
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(4) Penyesuaian pagu APBDesa tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa tahun anggaran 2017 disampaikan kepada Bupati melalui Camat 

untuk dievaluasi. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan mengenai peruntukkan 

penggunaan Dana Desa dan/atau ADD, dan/atau BHPDRD pada APBDesa 

tahun anggaran 2017, Kepala Desa dan BPD wajib menyesuaikan 

peruntukkan penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penyesuaian peruntukkan penggunaan Dana Desa dan/atau ADD, 

dan/atau BHPDRD pada APBDesa tahun anggaran 2017 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa tahun anggaran 2017 disampaikan kepada Bupati 

melalui Camat untuk dievaluasi. 

 

Pasal 5 

(1) Perubahan kebijakan mengenai peruntukkan penggunaan Dana Desa 

dan/atau ADD, dan/atau BHPDRD pada APBDesa tahun anggaran 2017 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan bupati kepada 

Kepala Desa dan BPD melalui Camat. 

(2) Perubahan kebijakan mengenai peruntukkan penggunaan Dana Desa 

dan/atau ADD, dan/atau BHPDRD pada APBDesa tahun anggaran 2017 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan Peraturan 

Bupati Kayong Utara yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan 

APBDesa Tahun Anggaran 2017. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara. 

 

Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal 18 Januari 2017       
 

BUPATI KAYONG UTARA, 
 

 

       Ttd  
 

         HILDI HAMID 
 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal  18 Januari 2017   
 
      SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KAYONG UTARA, 
 

                     
                     TTD 
 

    HILARIA YUSNANI 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 7 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 
 

 
MOLYADI, S.H. 

Penata Tingkat I/(III/d) 

NIP. 197507092007011019 


